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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh tata kelola perusahaan dan
tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah
kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komite
audit kompeten, kualitas audit, dewan komisaris independen, kualitas tanggung jawab sosial
dan penghindaran pajak. 165 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 dijadikan
sebagai sampel dengan total 825 data. Penelitian ini menggunakan metode regresi panel.
Variabel kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas
audit berpengaruh signifikan positif terhadap effective tax rate. Sedangkan variabel lain seperti
komite audit, komite audit kompeten, dewan komisaris independen dan kualitas tanggung
jawab sosial perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan.
Kata Kunci:
Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan, Effective Tax Rate.

Pendahuluan

Pajak merupakan unsur penting dalam suatu negara. “Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” pengertian
pajak tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam UU RI No. 16 tahun 2009. Sektor pajak
memberikan penghasilan terbesar bagi negara Indonesia. Penyelenggaraan pembangunan
nasional dapat berjalan dengan baik, apabila masyarakat sebagai pembayar pajak patuh dalam
membayar pajak (Ryandono et a/, 2020). Namun pada kenyataannya, usaha untuk
memaksimalkan penerimaan di sektor pajak terdapat beberapa hambatan, seperti adanya
praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan. Hal ini disebabkan
karena ada perbedaan minat antara pemerintah dan perusahaan. Di satu sisi, pemerintah
berupaya meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Namun upaya pemerintah tersebut
bertentangan dengan perusahaan karena perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang
minimum (Setyaningrum & Suryarini, 2016). Tingginya nilai pajak yang harus dibayar membuat
perusahaan melakukan efisiensi pembayaran pajak. Tingkat efisiensi seperti melakukan

Hendi!, Wina Sri Wulandari? 1187


mailto:hendi.luo@uib.ac.id

Volume 1 No 1 (2021)

penghindaran pajak yang akibatnya mengurangi pendapatan bagi Negara (Tandean & Winnie,
2016). Pohan (2015) menyebutkan jika penghindaran pajak adalah sebuah langkah yang
dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak secara sah sesuai dengan kelemahan peraturan.

Penghindaran pajak oleh perusahaan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola
perusahaan tidak bekerja secara efektif dan tidak bertanggung jawab secara sosial (Wahyudi,
2015). Artinya penerapan prinsip tata kelola di dalam perusahaan tersebut belum dijalankan
secara efektif. Jika prinsip tata kelola perusahaan sudah terstruktur dengan baik, maka hal
tersebut akan sejalan dengan taatnya perusahaan melaksanakan kewajiban pajaknya (Sartori,
2011). Winarsih et al. (2014) mengartikan tata kelola perusahaan merupakan struktur, sistem,
dan proses yang perusahaan gunakan dalam upaya memberikan nilai lebih kepada perusahaan
dalam jangka waktu yang panjang tetapi tetap memperhatikan norma yang didasarkan pada
sebuah aturan.

Pemerintah menyebutkan dalam UU RI Nomor 47 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
pada Bab V Pasal 74 mengenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
bagi setiap perusahaan dalam kegiatan usahanya di lingkungan, bidang dan/atau yang
berkaitan dengan sumber daya alam. Salah satu cara perusahaan dalam mewujudkan tanggung
jawab sosialnya adalah kepatuhan perusahaan tersebut dalam pembayaran pajak, artinya
melalui pembayaran pajak yang dibayarkan kepada pemerintah perusahaan sudah ikut
berkontribusi dalam membangun bangsa (Dewi & D Gunawan, 2019). Perusahaan yang
memiliki kualitas tanggung jawab sosial perusahaan yang baik adalah perusahaan yang
melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dengan sukarela dan membentuk suatu hubungan
yang harmonis dengan lingkungannya, maka dari itu perusahaan tersebut tidak akan
melakukan kegiatan penghindaran pajak agar tidak merusak reputasi perusahaan (Apriliyana
& Suryarini, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola
perusahaan yang diukur melalui kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, komite audit, komite audit kompeten, kualitas audit dan komisaris independen serta
kualitas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pentingnya
penelitian dilakukan karena penghindaran pajak di Indonesia masih sering dilakukan dengan
berbagai macam cara. Laporan The State of Tax Justice 2020 menyebutkan jika Indonesia
berada di posisi ke empat se-Asia setelah China, India dan Jepang pada kasus penghindaran
pajak, baik itu wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Untuk itu pentingnya
penelitian ini dilakukan agar penghindaran pajak dapat dihindari, mengingat dampak dari
penghindaran pajak yang sangat luas. Dalam artian berdampak kepada seluruh lapisan
masyarakat di Indonesia kedepannya apabila penghindaran pajak ini terus dilakukan.

Tinjauan Pustaka
1. Penghindaran Pajak

Pajak diartikan dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 sebagai kontribusi wajib kepada
negara terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Secara konvensional,
penghindaran pajak berarti perpindahan kekayaan milik pemerintah kepada perusahaan yang
mengakibatkan nilai perusahaan meningkat (Anggoro & Septiani, 2015).

Di negara Indonesia terdapat sistem pembayaran pajak yaitu self assesment. self
assesment adalah sistem perpajakan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (Hutauruk et a/.,
2019). Hal inilah yang dimanfaatkan wajib pajak untuk menekan biaya pajaknya. Dalam
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menekan biaya pajak ada beberapa cara diantaranya fax avoidance dan tax evansion. Tax
evansion yaitu kegiatan dengan cara menyalahi aturan perundang-undangan dan tax avoidance
merupakan kegiatan dengan memanfaatkan celah-celah sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku.

2. Tata Kelola perusahaan

Tata kelola perusahaan adalah prinsip yang mendasari sebuah proses, mekanisme dan
etika berusaha sesuai dengan pengertian Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-
01/MBU/2011. Surat keputusan itu terdapat 5 prinsip tata kelola perusahaan vyaity,
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran yang berkaitan
dengan penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan. Mekanisme tata kelola dibutuhkan
untuk memastikan jika kinerja perusahaan terbebas dari tindakan penyalahgunaan (Arniati et
al., 2019).

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan masalah etika dan perilaku moral
manajer. Hal itu seperti pengendalian lingkungan, kesehatan dan perlindungan kerija,
pengelolaan sumber daya manusia, asosiasi dengan pemasok dan konsumen dan interaksi
dengan masyarakat. Menurut Wahyudi (2015) perusahaan akan mendapatkan nilai tambah dari
para pemegang saham, pegawai, pemasok, pelanggan serta masyarakat sekitar apabila
melakukan aktivitas tanggung jawab sosial.

Pengaruh Variabel Independen Terhadap Dependen
Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Fen dan Riswandari (2019), eksekutif merupakan manajer tingkat atas dari suatu
organisasi dan berpengaruh besar terhadap perusahaan. Kompensasi yang diberikan antara
lain gaji, saham, opsi saham, bonus, atau tunjangan yang dapat mendorong kinerja eksekutif.
Apriliyana dan Suryarini (2018) mengatakan bahwa eksekutif bersedia untuk membuat suatu
kebijakan apabila terdapat manfaat dari kebijakan tersebut. Penelitian oleh Apriliyana dan
Suryarini (2018), Hanafi dan Harto (2014), Armstrong et al (2017), Chee et al. (2017),
Kiswanto et a/ (2020) menunjukkan hasil yang signifikan positif antara keduanya.
H1 : Kompensasi Eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak
ditandai dengan pengaruh negatif terhadap effective tax rate.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional dianggap berpengaruh secara signifikan bagi perusahaan dalam
memantau manajemen, karena pengendalian akan lebih optimal terhadap penghindaran pajak
(Tandean & Winnie, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Marselawati et a/. (2018), Thoriq
dan Rahman (2020), Kusumawati dan Hardiningsih (2016), Saputra et a/. (2017) menyebutkan
jika antara keduanya berpengaruh negatif. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang
tinggi akan lebih mudah dalam mengawasi kinerja manajemen dan dapat mematuhi perintah
dalam menghindari penghindaran pajak.
H2 : Kepemilikan Insitusional berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak
ditandai dengan pengaruh positif terhadap effective tax rate.
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Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan
penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen. Manajerial sebagai pemegang
saham lebih mempertimbangkan kelangsungan perusahaan dimasa yang akan datang. Hasil
penelitian dari Mais dan Patminingih (2017), Ogbeide dan Obaretin (2018), Yuniarsih (2018)
dan Salaudeen dan Ejeh (2011) mengatakan signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
H3  : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak
ditandai dengan pengaruh positif terhadap effective tax rate.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit memiliki peran untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris
dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen resiko dan tata
kelola perusahaan (Mais & Patminingih, 2017). Winarsih et al. (2014), Sunarsih dan Oktaviani
(2016), Widuri et al. (2019), Arismajayanti dan Jati (2017), Nengzih (2018), Pratama (2017),
Sunarsih dan Oktaviani (2016) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap
penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin ketat pengendalian
kebijakan keuangan sehingga dapat mengurangi penghindaran pajak.
H4 : Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditandai
dengan pengaruh positif terhadap effective tax rate.

Pengaruh Komite Audit Kompeten Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit kompeten merupakan komite audit yang berlatar belakang pendidikan
akuntansi dan berpengalaman dalam bidang keuangan. Apriliyana dan Suryarini (2018)
menunjukkan hasil signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit yang
berkompeten akan lebih bertanggung jawab, mendeteksi perilaku meminimalkan pajak, dan
terbuka dalam penyajian laporan keuangan.
H5 : Komite Audit Kompeten berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak
ditandai dengan pengaruh positif terhadap effective tax rate.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Audit adalah kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan membuktikan apakah informasi
laporan keuangan sesuai dengan yang di tetapkan atau tidak (Widuri et al., 2019). Penelitian
oleh Widuri et al. (2019), Sunarsih dan Oktaviani (2016), Apriliyana dan Suryarini (2018),
Amalia dan Ferdiansyah (2019), Tandean dan Winnie (2016), Thoriq dan Rahman (2020)
menunjukkan hasil yang negatif antara keduanya, karena perusahaan yang di audit oleh KAP
Big Four akan lebih independen dengan tingkat kecurangan yang rendah, termasuk kecurangan
terhadap pembayaran pajak.
H6  : Kualitas Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak ditandai
dengan pengaruh positif terhadap effective tax rate.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Komisaris independen merupakan orang yang tidak mempunyai hubungan dengan
direktur atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan yang terkait
dengan perusahaan pemiliknya (Thorig & Rahman, 2020). Thorig dan Rahman (2020)
berkesimpulan bahwa semakin besar komisaris independen maka akan semakin tinggi
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pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen sehingga mengurangi perilaku
penghindaran pajak. Hal tersebut sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sunarsih dan Oktaviani (2016).

H7  : Komisaris Independen berpengaruh signifkan negatif terhadap penghindaran pajak
ditandai dengan pengaruh positif terhadap effective tax rate.

Pengaruh Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Penghindaran
Pajak

Lanis dan Richardson (2013) menyebutkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah
tanggung jawab entitas kepada seluruh stakeholders nya termasuk dalam hal pembayaran
pajak. Menurut R. R. Dewi dan D Gunawan (2019) tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan
dengan kontrol lingkungan, kesehatan dan perlindungan kerja dan manajemen sumber daya
manusia, asosiasi dengan pemasok dan konsumen, dan interaksi dengan masyarakat. Dharma
dan Noviari (2017) apabila tanggung jawab sosial perusahaan berada di tingkat yang tinggi,
maka praktik penghindaran pajak akan semakin rendah.
H8 : Kualitas tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak ditandai dengan pengaruh positif terhadap effective tax rate.

Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Dharma dan Noviari
(2017) pendekatan kuantitatif bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel sesuai dengan
hipotesis yang sudah ditetapkan. Penelitian ini terdapat hubungan sebab akibat atas variabel
independen dan variabel dependen yang disebut sebagai kausal komparatif (Sugiyono, 2016).
Persamaan regresi linear multivarian digunakan untuk menganalisis data dalam pengujian
hipotesis. Objek penelitian adalah seluruh sektor perusahaan yang terdaftar pada BEI tahun
2015 hingga 2019. Sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling dengan kriteria
perusahaan yang sudah ditetapkan peneliti.

Variabel Dependen
Penghindaran Pajak

Menurut Nengzih (2018), tindakan penghindaran pajak dilakukan agar nilai pajak yang
menurun. Variabel ini diukur dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR) yang dirumuskan
sebagai berikut:

Total beban pajak penghasilan
ETR = Laba Sebelum Pajak

Sumber: Hanafi dan Harto (2014)

Variabel Independen
Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif adalah jumlah yang diterima oleh pihak eksekutif berupa bonus,
saham maupun kompensasi lainnya. Variabel kompensasi eksekutif diukur menggunakan total
gaji, tunjangan, upah dan bonus yang diperoleh pada tahun tersebut (Tandean & Winnie,
2016).
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Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham oleh institusi
selain kepemilikan orang pribadi maupun pemerintah pada akhir periode. Rumus kepemilikan

institusional adalah sebagai berikut:

. o Jumlah saham yang dimiliki pihak institusi
Kepemilikan Institusional = X 100%

Jumlah saham yang diterbitkan
Sumber: Tandean dan Winnie (2016)

Kepemilikan Manajerial
Mais dan Patminingih (2017) kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh
manajemen dan ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pengukuran kepemilikan

manajerial adalah sebagai berikut:

o o Jumlah saham yang dimiliki manajemen
Kepemilikan Manajerial = X 100%

Jumlah saham yang diterbitkan
Sumber: Tandean dan Winnie (2016)

Komite Audit

Komite audit diartikan sebagai komite khusus yang bertugas memberi ikhtisar mengenai
masalah keuangan serta pengendalian internal perusahaan (Mais & Patminingih, 2017). Komite
audit diukur dengan sebagai berikut:

Komite audit = Total anggota komite audit perusahaan
Sumber: Astuti et al. (2018)

Komite Audit Kompeten
Komite audit kompeten merupakan komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan
dan pengalaman dalam akuntansi dan keuangan. Rumusnya adalah sebagai berikut:

Jumlah komite audit akuntansi/keuangan

Persentase Komite Audit Kompeten = , ,
Jumlah anggota komite audit

Sumber: Apriliyana dan Suryarini (2018)

Kualitas Audit

Kualitas audit diukur melalui kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap
perusahaan. Pengungkapan kualitas audit menggunakan variabel dummy. Nilai 1 apabila
diaudit oleh KAP Big Four dan nilai 0 apabila diaudit oleh non Big Four (Tandean & Winnie,
2016).

Dewan Komisaris Independen
Dewan Komisaris Independen adalah pihak yang tidak termasuk dan tidak berhubungan
dengan para direksi dan komisaris (Pratama, 2017). Komisaris independen adalah diukur
dengan sebagai berikut:
Jumlah komisaris independen

Persentase Dewan Komisaris Independen =

Sumber: Mais dan Patminingih (2017)

Total komposisi dewan komisaris
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Kualitas Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial adalah suatu bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan
lingkungan sekitar yang konsisten dan berkelanjutan (Harjito et al, 2017). Pengukuran
Tanggung Jawab Sosial menggunakan variabel dummy. Nilai 1 untuk yang menerima CSR
Award dan nilai 0 yang tidak menerima CSR Award.

Pengolahan data menggunakan program software SPSS dan Eviews. Uji Outlier dilakukan
untuk menghilangkan data yang bernilai ekstrim daripada data obervasi lainnya (Ghozali,
2016). Statistik deskriptif untuk menggambarkan data dalam bentuk visual maupun angka
(Indriantoro & Supomo, 2013). Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai rata-rata, standart
deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2016).

Uji regresi panel untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel dalam pengujian. Dalam
uji regresi panel terdapat tiga metode yang digunakan yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed
Effect Model (FEM), Random Effect Model/ (REM). Pemilihan model terbaik dapat dilakukan
dengan uji chow dan uji hausman.

Uji chow digunakan untuk memilih model antara PLS dan FEM. Apabila nilai chi-square
menghasilkan nilai >0,05 maka model PLS yang dipilih. Berlaku sebaliknya, apabila nilai yang
ditampilkan <0,05 maka model FEM yang digunakan.

Uji hausman dilakukan untuk memilih model antara FEM dan REM. Apabila nilai
probabilitas yang dihasilkan <0,05 maka model yang dipilih adalah FEM. Apabila nilai yang
dihasilkan >0,05 maka model yang dipilih adalah REM.

Penguijian hipotesis terdiri dari uji F, uji t dan uji Adjusted R Square pada model yang
dipilih. Uji F untuk melihat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen,
uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara keduanya. Jika nilai probabilitas pada
hasil uji < 0,05 maka berpengaruh secara signifikan, bila > 0,05 maka tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen. Nilai adjusted R square untuk mengetahui besaran variabel
independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang baik
apabila mendekati angka 1.

Hasil dan Pembahasan
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel N Minimum Maximum Mean S_td'.
Deviation

Penghindaran pajak 825 ,006454 ,503449 ,234665 ,075116
Kompensasi eksekutif 825 8,147509 12,124504 10,388220 ,599302
(dalam log)

Kepemilikan 825 ,000000 ,999999 ,609599 ,275208
institusional

Kepemilikan manajerial 825 ,000000 ,736189 ,036083 ,101850
Komite audit 825 2 7 3,222222 ,627777
Komite audit kompeten 825 ,000000 1,000000 ,724444 ,257510
Dewan komisaris 825 ,166666 ,800000 ,427483 ,113804
independen

Sumber: Data sekunder diolah (2020)
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Berdasarkan Tabel 1, total keseluruhan data yang digunakan adalah 825 data. Nilai rata-
rata penghindaran pajak sebesar 23,4% atau dibawah 50%. Nilai kompensasi eksekutif
tertinggi yang diberikan oleh PT. Astra International Tbk pada tahun 2018 senilai Rp. 1,332
miliar. Nilai rata-rata kompensasi yang diberikan senilai Rp. 63,5 miliar.

Nilai tertinggi kepemilikan intitusional dari PT. Bank BRI Syariah Tbk sebesar 99,99% pada
tahun 2018. Dari saham yang diterbitkan sebanyak 3.958.000 saham, 3.957.999 di antaranya
dimiliki pihak institusional. Dari total data sebesar 60,95% menunjukkan saham perusahaan
dipegang oleh pihak institusional.

Hasil uji di Tabel 1 mengenai kepemilikan manajerial tertinggi senilai 73,61% yaitu pada
PT. Barito Pacific Tbk. Sebanyak 191.406.300 lembar saham dari total keseluruhan
17.691.099.678 dimiliki pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Nilai rata-rata variabel ini
sebesar 3.47%.

Pada tabel 1 nilai rata-rata variabel komite audit sebanyak 3 orang dan sudah mengikuti
peraturan pemerintah. Beberapa perusahaan masih ada yang jumlah komite auditnya kurang
dari 3 orang dan belum mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tabel 1 menunjukkan rata-rata nilai komite audit kompeten sebanyak 72,44% dari
total keseluruhan komite audit. Terdapat perusahaan yang seluruh anggota komite auditnya
memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan dan juga terdapat perusahaan yang seluruh
anggota komite auditnya tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 1 masih terdapat jumlah komisaris independen
yang jumlahnya berada dibatas minimum dan tidak mengikuti aturan BAPEPAM yaitu berjumlah
16,67%. Jika persentase komisaris independen pada perusahaan sampel dirata-ratakan, nilai
yang dihasilkan adalah 42,74%. Artinya, rata-rata keseluruhan perusahaan sampel telah
mengikuti aturan yang berlaku.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Frekuensi

Variabel Frekuensi Persentase Persentase
Kumulatif

Kualitas Audit
Non Big Four 395 47,9 47,9
Big Four 430 52,1 100,0
Total 825 100,0

Kualitas Tanggung

Jawab Sosial
Non CSR 802 972 672
Award
CSR Award 23 2,8 100,0
Total 825 100,0

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Pada tabel 2 sebanyak 23 sampel perusahan atau senilai 2,8% memperoleh CSR Award.
Artinya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kualitas tanggung jawab sosial perusahaan
yang baik sehingga dinilai layak untuk diberi penghargaan. Pemberian penghargaan sesuai
dengan kriteria dalam aturan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya pada tabel 2 sebanyak 430 sampel perusahaan menggunakan KAP Big four
untuk mengaudit perusahaannya, hasil tersebut jika diukur dengan menggunakan persentase
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adalah senilai 52,1% dari keseluruhan sampel perusahaan. Dari hasil uji diketahui bahwa lebih
dari setengah perusahaan di BEI telah menggunakan jasa audit KAP Big four.
Hasil Uji Outlier

Montgomery et al (1992) menyebutkan bahwa batasan data yang bebas dari outlier
adalah yang bernilai diantara -1,96 dan 1,96. Berdasarkan dari 1010 data diperoleh terdapat
185 data yang termasuk outfier. Data yang terdeteksi outlier kemudian dikeluarkan dan tersisa
825 data.

Hasil Uji Regresi Panel
Uji Chow
Tabel 3. Hasil Uji Chow
Cross-section Chi-square Statistic d.f. Prob.

ETR 1106,12010 191 0.0000

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Hasil uji chow bernilai 0,0000 dan berada diatas 0,05. Sesuai dengan kriteria pengujian,
model terbaik untuk sementara adalah FEM. Langkah pengujian selanjutnya adalah uji
hausman.

Uji Hausman
Tabel 4 dibawah ini menunjukan hasil uji Aausman yang telah dilakukan. Nilai probabilitas
sebesar 0,3487 dan lebih besar dari 0,05. Penggunaan model yang paling tepat dalam
pengujian ini adalah REM.
Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Chi-Sq.

Cross-section random Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.
ETR 8,925040 8 0,3487
Sumber: Data sekunder diolah (2020)
Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji F
Tabel 5. Hasil Uji F
Variabel Dependen Probabilitas
ETR 0,00000

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Pada tabel 5 diatas, nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 dan di bawah 0,05. Kesimpulan
yaitu seluruh variabel independen berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji t
Tabel 6. Hasil Uji t
Variabel Koefisien Prob. Kesimpulan
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C 0.1654 0,3746

Kompensasi eksekutif 0,2128 0,0030 Signifikan Positif
Kepemilikan institusional 0,0438 0,0014 Signifikan Positif
Kepemilikan manajerial 0,1263 0,0000 Signifikan Positif
Komite audit 0,0098 0,0515 Tidak signifikan
Komite audit kompeten 0,0130 0,2593 Tidak signifikan
Kualitas audit 0,0200 0.0000 Signifikan Positif
Dewan komisaris independen -0,0105 0,6553 Tidak signifikan
Kualitas tanggung jawab sosial 0,0123 0,4267 Tidak signifikan

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Pada hasil uji t, nilai signifikansi kompensasi eksekutif sebesar 0,0030 dengan koefisien
sebesar 2,2128. Nilai probabilitas <0,05 artinya kompensasi eksekutif memiliki pengaruh yang
signifikan positif terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Perusahaan di Indonesia memberikan kompensasi kepada para eksekutifnya dalam bentuk
bonus dan tunjangan. Sistem kompensasi ini akan meningkatkan motivasi dan kinerja
manajemen yang akan berdampak pada meningkatnya profit dan pajak perusahaan.

Hasil uji t kepemilikan institusional dalam tabel 6 senilai 0,0014 dan nilai koefisien sebesar
0,0438. Nilai signifikansi dari hasil pengujian tersebut <0,05 artinya memiliki pengaruh
signifikan positif terhadap ETR atau memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
penghindaran pajak. Besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi akan meningkatlan
pengawasan institusi terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen.
Dengan demilikan dapat diketahui apabila kepemilikan institusional meningkat maka
penghindaran pajak yang diukur dengan menggunakan ETR akan menurun.

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan koefisien sebesar
0,1263. Nilai signifikansi <0,05 artinya variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif
terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi
karena manajemen memiliki kepentingan dalam perusahaan, sehingga segala keputusan
diambil dengan hati-hati agar tidak merugikan sahamnya. Termasuk keputusan untuk tidak
melakukan penghindaran pajak.

Hasil uji t pada Tabel 6 memperlihatkan nilai signifikansi dari komite audit senilai 0,0515
dengan nilai koefisien 0,0098. Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR
atau penghindaran pajak dikarenakan nilai signifikansinya >0,05. Pengaruh komite audit yang
rendah dalam perusahaan dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang jumlah komite
auditnya kurang dari 3 orang.

Pada Tabel 6 terdapat hasil uji t variabel komite audit kompeten. Nilai signifikansi yang
dihasilkan adalah 0,2593 serta koefisien senilai 0,0130. Artinya komite audit kompeten tidak
berpengaruh terhadap ETR karena nilai signifikansinya >0,05. Tingginya jumlah komite audit
yang menguasai akuntansi atau keuangan tidak berpengaruh dalam tindakan penghindaran
pajak perusahaan. Menurut Arismajayanti & Jati (2017) kencenderungan komite audit
berpengaruh terhadap penghindaran pajak bukan karena disebabkan oleh kompetensi yang
dimiliki.

Hasil uji t mengenai variabel kualitas audit terdapat dalam Tabel 6. Nilai signifikansi adalah
0,0000 serta koefisiennya senilai 0,0020. Berarti variabel kualitas audit berpengaruh positif
terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena nilai
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signifikansinya <0,05. Pengaruh negatif ini karena KAP Big four dipercaya mampu memberikan
jasa audit dan menghasilkan laporan keuangan yang aktual. Sehingga kecurangan-kecurangan
dalam penyajian laporan keuangan dapat diungkapkan.

Komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena
nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,6553 dengan koefisien -0,0105 dan nilai signifikansi
tersebut >0,05. Hal itu dikarenakan kehadirannya dalam sebuah perusahaan hanya untuk
menaati peraturan BAPEPAM mengenai jumlah minimal komisaris independen yakni 30% dari
total anggota komisaris. Sehingga peran dewan komisaris dalam mengawasi dan
mengendalikan manajemen dalam mengambil keputusan tidak dijalankan dengan baik.

Dalam tabel 6 menampilkan hasil uji t variabel kualitas tanggung jawab sosial perusahaan.
Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,4267 serta nilai koefisien 0,0123. Artinya variabel
tersebut tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena nilai signifikansinya >0,05.
Baik atau buruknya kualitas tanggung jawab sosial perusahaan tidak menjamin perusahaan
tidak melakukan penghindaran pajak. Pengungkapan dilakukan untuk mengungkapkan
kegiatan sosial yang telah perusahaan lakukan agar nilai perusahaan dalam pandangan investor
meningkat.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Variabel Dependen Adjusted R Squared

ETR 0,048171
Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Nilai adjusted R square pada tabel 7 sebesar 0,048171. Artinya variabel independen dapat
menjelaskan variabel dependen sebesar 4,8%. Selebihnya sebesar 95,2% dijelaskan oleh
variabel lainnya yang tidak termasuk di dalam model penelitian.

Kesimpulan

Dari seluruh penjabaran penelitian yang terdapat pada bagian sebelumnya, kesimpulan
yang didapatkan adalah terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel kompensasi
eksekutif, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap ETR
atau pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya variabel-variabel tersebut mampu
mengurangi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Selain itu, variabel seperti komite
audit, komite audit kompeten, komisaris independen dan kualitas tanggung jawab sosial
perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak
perusahaan.
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